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A. Latar Belakang Masalab 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pemilihan umum merupakan sarana tmtuk mewujudkan pemerintahan yang 

demokratis.sebagai bagian dari prosedural demokrasi,pemilu merupakan suatu 

prasyarat dari sebuah negara demokrasi pemilu sudah berkali-kali diadakan di 

indonesia.persoalannya adalah bagaimana pemilu-pemilutersebut itu beijalan. 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang

orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini 

beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, 

sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses 

mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk: ini kata 

'pemilihan' lebih sering digW1akan.Sistem pemilu digunakan adalah asas Iuber dan 

jurdil 

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada 

merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada 

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang 

hari pemungutan suara. 

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang 

Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang 

sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke 
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para pemilih. 

Salah satu pervmjudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah 

pemilihan umum. P~milu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure 

dan arah h~pemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang 

menyt:butbn bahwa dasar penyel engg2raan negara adalah kehendak rakyat 

mcrupakan dasar bagi pcnyclcnggaraan pcmilu. Mal.:.a kctika dcmokrasi mcndapatkan 

perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis 

menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. 

PcmiJu mcmiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi clit yang teratur dan 

berkcsinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, 

dapat menj urus pad a pada kepcmimpinan yang korup dan sewenang - · wenang. 

Baoyak contoh dalam sejarah dunia yang mempcrlihatkan betapa kekuasaan yang 

absolut. tanpa pergantian elit y<mg te ratur dan berkesinambungan, mengakibatkan 

daya kontro! melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang. 

Tetapi pemilu yang teramr dan berkesinarnbungan saja tidak cukup untuk 

menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu 

merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun 

otorilernya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara fonnal untuk melegitimasi 

kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan 

semata. Cara tennudah yang dilakukan adalah mengatur sedernikian rupa teknis 

penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi 

sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat 
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dengan mudah diselewengkm1 oleh pcnguasa otoriter untuk kepentingan 

melanggengkan kekuasaannya. Maka ~elain teratur dan berkesinambungan, masalah 

system atau mekanisme dalam penyd enggaraan pemilu adalah hal penting yang harus 

diperhatikan. 

Salah satu bentuk perryalahgunaa '"'l pemilu yang dika ji dalam penditian ini 

adalah pcmaka ian fas ilitas pcmcrintah oleh peserta pemilu. Hal ini dimungkinkan 

timbu! karena calon peserta pemilu tersebut memiliki koneksi dengan lembaga 

pcmerintahan se:hingga sewaktu m.elak.ukan kegiatan pemilu seperti kampanye ia 

mcmpcrgunakan fasilitas ncgara tcl·scbut bagi kcpentingan partainya atau hal-hal 

lainnya yang bcrhubungan dengan pelak:sanaan pemilu. 

H. Perumusan Masalah 

Menurut Mohammat Hatta (2000: 14 ): "Masalah adalah kejadian a tau 

kcadaan yang mcnimbulkan pertanyaan dalam hati kita tcntang kcdudukannya, kita 

tidak puas hanya dengan melihat saja. Mclainkan kita ingin mengetahui lebih dalam". 

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merurnuskan 

masalahnya sebagai bcrikut : 

"Bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam 

pelaksanaan pemilu di Kabupaten Deli Serdang". 

C. Pembatasan Masalah 

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi (2003: 1 ), dalam 
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bukunya" Politik Sosial Modern ", adalah : 

"Suatu persoalan atau problema yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu 

kelompoksoal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum 

diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana menuntut 

supaya cepat diselesaikan ". 

Jadi masalah tcrscbut mcrupakan suatu yang harus dipccahkan apabila 

menginginkan sualu yang diharapkru1 atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain 

dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupak:an suatu persoalan-persoalan hidup 

bagi ma...rtusia yang pemecahannya selalu memcrlukan bantu.an orang lain yang 

mempunyai pengalarnan lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga 

pemecahannya dapat ditemukan. 

Derdasarkan latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan , agar 

pembahasannya tidak menjadi kabur, penulis membuat pembatasannya. Pembatasan 

masalah ini dimaksudkan untuk rnenghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan 

pemilu. 

2. Ruang lingkup penelitian dibatasi di Kabupaten Deli Serdang. 

3. Tahun kerja yang diteliti adalah tahun 2012. 
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D. Tujuan dan Kcgunaan Penelitian 

Adapun tuj 1.tan pcnelitian ini adalah : 

1. Untuk rncngetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah 

dalam pelaksanaan pernilu. 

2. ivknc~'J ba m;::ncari kepas tian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sek.aligus 

mencari jalan untuk mcncari pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, 

sehingga dapat diterapkan dengan sesederhana mungkin. 

3. Untuk meningkatkan kernan1puan dan keterampilan penulis. 

i\.dap un yang mcnjadi kegunaa.n penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Surnbangan pemik iran kepada pemerintahan, khususnya Pemerintah Kabupaten 

Deli Serdan.r, daiam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan t~1silita.;; 

pemeri ntah dalam p~milu. 

2. Guna rnemenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 

dalam program studi Ilmu Pcmcrintahan Fisipol Universitas Medan Area. 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini didasarkan pada suatu keadaan bahwa 

pengawasan merupakan suatu keadaan yang sangat penting di dalam menjalankan 

suatu roda organisasi pemerintahan. 

Scorang pimpin:m harus mempunyai beberapa cara untuk memastikan apakah 

setiap dari rencana yan g telah dibuat serta disusun telah dilaksanakan dan dijala.nkan 

oleh bawahannya denga.n baik atau sebaliknya fungsi ini merupak:an fungsi pimpinan 
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yang berhubungan dengan penye lematan roda organisasi kantor ke arah pencapaian 

tujuan atau suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pimpinan yang melaksanakan suatu pengawasan hendaklah mcngerti apa yang 

sedang di avvasinya dan kemudian jik:a terdapat suatu penyelewengan ataupun suatu 

kesalahan maka pimpinan tad i harus berusaha memperbaiki dengan cara sebaik 

mungkin, sehingga tujuan yang te lah ditetapkan dapat dicapai dengan baik pula. 

Unt.uk dapat mcmahami lebih lanjut mengenai pengawasan ini penulis akan 

mengemukakakn pendapat para sarjana di bawah ini . 

Meourut Sondang P. Siagian (2000: 135), dikatakan bahwa: 

"Pengawa..san adalah proses pcngamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjaga agar supaya semua pekerj a.:'Ul yang sedang dilakukan 

sesuai den gan rencana yang tclal-1 ditentukan sebelumnya" 

Menurut Manullang (2001 :45): 

" Pengawasan adalah penilaian akan pekerjaan bawahan, baik yang sedang dikerjakan 

maupun yang sudah selesai dengan maksud mengadakan tindakan perbaikan bila perlu 

agar bcnar-benar dapat dihasilkan tujuan yang tclah digariskan". 

Dari definisi-definisi tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan 

bahwa pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan melihat, memeriksa, dan menguji 

apakah pekerjaan itu terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh 

orgamsas1 . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pengawasan 

Untuk mendapatkan suatu pengertian mengenai pengawasan liD perlu 

dihubtmgkan dengan pendapat para ahli: 

S(;nd<mg P. Siagian (2005: 140) memberikan pengertian bahwa : 

Pcng<lW<.1San berasrti suatu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan 
operasional dan hasii yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dari 
sta.ndart ya ng telah ditctapk.an sebelumnya yang terlihat dalam rencana. 
Pengav . ..-asan dalam usaha menjamin semua kegiatan terlaksana sesuai dengan 
keb ij aks;:maan strategi, keputusan program kerja yang dianalisis, dirumuskan dan 
telah ditetapkan sebclumnya dan diselenggarakan dalam wadah yang tela..~ 

clisusu.n untuk maksud tertentu. 

J arnt~:: AF. Stoner dan Charles Wankel (2006:223), memberikan definisi 

Pengavvasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard 
prestasi dengan sasaran perencanaan, membandingkan prestasi sesungguhnya 
denga.n standart yang lebih dahulu ditetapkan itu, menentukan apakah ada 
penyimpMgan tersebut serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 
untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah dipergunakan 
sedapat mungkin dengan cara efektif dan efisien guna mencapai sasaran 
perusahaan. 

Sedangkan menurut Sujamto (2006:19), membatasi pengertian pengawasan 

scbagai bcrikut: "Pengawasan scbagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui 

Jan meniia i kenyataan yang sebenarnya mcngena1 pelaksanaan tugas dan 

kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak". 

7 
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8 

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan, bukar1 

mencari kesalahan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki 

kesalahan, kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan yang tidak 

sesuai dengan tugas dan \Newenang yang telah ditentukan. Jadi maksud dari 

pengawasan bukan mencari kesaiahan terhadap orangnya, teiapi mencari kebenaran 

terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya. 

B. Tujuan Pcngawasan 

Bcrdasarkan defini si dan pcngertian pengawasan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan dari pengawasan adalah : 

a. Mcnernukao d<u'l menghilangkan sebab-sebab yang menimbuikan kemacetan 

sebelw11 kcmacetan tirnbul , 

b. Memperbaiki kesalahan- kesalahan, 
. . 

penyimpangan-penyimpangan dan 

kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi, 

c. Agar hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil 

guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, 

d. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, 

e. Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan apakah 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Sondang P. Siagian (2005:141) tujuari daripada pengawasan antara 

lain : 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/9/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suriyono - Sistem Pengamanan Fasilitas Pemerintah dalam Pemilu di Kabupaten Deli Serdang ....



l. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah 
ditctap (an benar-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan serta 
strategi yang dimaksud, 

2. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai 
berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan 
keperuntukannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan 
anggaran terbatas adanya. 

J. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar 
bcrorientasi kepada kelangsungan hidup dan kernajuan organisasi sebagai 
keseluruhan dalam mana kepentingan para anggota orgamsast te!ah 
terlindungi . 

<l Untuk lebih menjamin penyediaan dan pcmanfaatan prasarana kerja 
sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang maksimal 
dari pad an ya. 

). Untuk lebih menjamin bahwa hasil pekeijaan terpenuhi semaksimal 
mungkin, 

6. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. 11
) 

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tujw:m pengawasan itu ada[a.l-j 

untuk memberi kepastian agar pekerjaan yang dilaksLmakan menurut rencana 

ketentuan-ketcntuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah, instruksi-instruksi serta 

kcbijaksanaan yang telah ditetapkan atasan benar-benar diimplementasikan. 

Dengan pengawasan berarti menJaga agar _1angan sarnpm terjadi 

penyimpangru1-penyimpangan, hambatan-hambatan, penyelewengan-penycleV>t'engan 

maupun kemacetan dalam pelaksanaan kerja, sehingga hasilnya dapat dicapai dengan 

semaksimal mungkin. 

C. Pengertian l~emilu 

Pemilihan Urnum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemi!ih memilih 

orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini 

beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rak.yat di pelbagai tingkat pemerintahan, 
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sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses 

mengisi jabatan-jabatan scperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 

'pemilihan' lebih sering digWlakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan 

jurdil. (Topo Santoso, 2006: 12) 

Pnra pemi!ih daiam Pernilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para 

peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa 

kampanye. Kampanye dilakukan sdama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari 

pemungutan suara. 

Setelah pemungutan :mara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang 

Pemilu ditentuka.n okh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang 

sebelumnya telah ditetapka.n dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke 

para pernilih. 

Dari berbagai SLtdut ;n:mdang, banyak pengertian mengenai pemilihan umurn. 

Tetapi intinya ada!ah pcmilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas 

kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhimya akan tercipta suatu hubungan 

kekuasaan dari rakyat, oleh rak.yat, dan untuk rakyat. Dan, ini adalah inti kehidupan 

demokrasi. 

Undang-undang Nomor I 0 Tahun 2008 tentang pemilihan umum dalam bagian 

menimbang butir a sampai c disebutkan: 

a. Bahwa berdasarkan Undang-w1dang dasar 1945, negara republik indonesia 
adalah negara yang berkedaulatan rakyat; 

b. Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara 
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I! 

c. Bahwa pemilihan umum umum bukan hanya bettujuan untuk memilih wakil
wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Pennusyawaratan!Perw~kilan, 
melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penrnyustman 
tata kehidupan Negara yang dijiwai scmangat Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Demikian juga dalam Bab f ketentuan umum Pasal 1 ayat (l) Undang-undang 

No. 10 Tahun 2008 tentang P~rnitihan Umum Anggota Dewan Perwal<:ilan Rakyat, 

Dewaa Perwa.kilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa: 

pemilihan umum adalah sarana pciaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Pernyataan unmm hak asasi manusia PBB Pa<>al 21 ayat 0) Dcklaration of 

Human Rii;hts dinyatakan bahwa setiap orang mcmpunyai hak untuk rncngambil 

bagian da1Gtm pemerintahan negerinya, secara hu1gsung atau melalui wakil-vvakilnya 

yang dipilih secara bebas.Hak untuk berperan scrta dalam pemeriutahan ini berkaitan 

dan tidak. terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang 

mempanyai hak untuk memperoleh ekscs yang sama pada pelaya11n oleh pemerintah 

negennya. 

Untuk mendukung Pasa\ 21 ayat (1) dan (2) Deklaration of Human Rights, 

dalam Pasal 21 ayat (3) Deklaration of Human Rights ditegaskan asas untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan clan tindakan pemerintah 

suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan 

pemerintah; kehendak ini hendaknya clinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati 

dan periodik yang bersifat umum dengan hak pilih yang sarna dan hendaknya 

diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara 
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12 

be bas. 

Pemyataan umum Hak Asasi Mru1usia PBB Pasal 21 khususnya ayat 3 tersebut 

merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan ra.kyat hams mejadi 

dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu pemilihan 

umum y<mg langsung, umW11, bebas, da.TI rahasia. Pemilihan wnum mempakan 

perwujudan nyata dcmokrasi dalam pra.ktek bernegara masa kini (modem) karena 

menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan 

pcmerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan 

masya_ra.kat untuk menentukan si apa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain 

mengawasi pemerintahan ncgara. Karena itu, fungsi utama bagi ra.kyat adalah untuk 

memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka. 

Pei 1ilihan umum daL:un sebuah negara yang demokratis menjadi kebutuhan 

yang tidak terelakan. 1\-lelalui pemiliban umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil

wakilnya y<wg diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam 

suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan 

hasil dari pilihan maupun bentukan para wakil rakyat tadi untuk menjalankan 

kekuasaan negara. Tugas para wakil pemerintahan yang berkuasa adalah melakukan 

kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui 

pemilihan umum rakyat akan selalu dapat terlibat dalam proses politik dan, secara 

langsung maupun tidak. lar1gsw1g menyatakan kedaulatan atas kekuasaan negara dan 

pemerintah melalui para wakil-walilnya. 
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, _) 

Pada tata.nan demokrasi, Pemilu Juga menjadi mekanisme/cara untuk 

memindahkan kon!lik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan 

pcrwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan 

masyarakat tetap terjan1in. Hal ini didasarkan pada perinsip bahwa dalan1 sitem 

demokrasi, segala perbedaan atau peitentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh 

diselesaaikan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui 

musyawarah (deliberition). Tugas wakil-wakil rakyat adalah melakukan musyawarah 

mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar tercapai apa yang disebut 

sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan dalam kebijakan 

umum.(Arbi Sanit, 1997:9). 

D. Fasilitas Negara 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalan1 Melaksanakan Kan1panye Pemilihan Umum 

disebutkan fasilitas Ncgara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN 

dan/atau APBD. 

Kepmen Keuangan No. 225!MKIV /4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Inventarisasi Barang-barang Milik Negara me~elaskan fasilitas yang dikuasai oleh 

negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-

iembaga n~gara dalam arti yang luas, tidak terrnasuk barang atas kekayaan yang 

dimiliki olch BU:MN!BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan 
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pcmeri ntahan. 

F<Ls ilitas umum adalah Barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau 

selurubnya oieh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau 

peruntukkannya oleh pemerintah atau negara (bestemming atau bestimmung) bagi 

umum .( Panvvaslu Kalirnantan Selatan, 2013). 

Pcj abat Negara adalah Pejabat yang dimaksud dalam Pasal. ll UU No. 43 

Tahun 1999 tentang Kepegawaian yaitu: Presiden dan \Vakil Presiden, Ketua, Wakil 

ketua, dan anggota MPR, Ketua, \Vakil ketua dan anggota DPR ketua, \Vakil ketua, 

ketua muda dan Hakim Agun g Mahk:amah Agung serta semua badan peradilan Ketua, 

Wakil ketua drm anggota DPA (sudah dibubarkan) Ketua, Wakil ketua dan anggota 

Badan Perneri ksa Keua r1gan. Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepal.a 

Perwakilan Rl di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar, Gubernur dan 

\Vakil Guh;:;rnur 8 upati Wa!i b ta dan \Vakil Bupati!Wakil Walikota, Pejabat Negara 

lain yang ditentukan oleh Undang-undang. 

Pasal 85 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pernerintah No. 14 

Tahun 2009 menyebutkan pejabat Negara dalah Presidden, Wakil Presiden, Menteri, 

Gubemur, \Vakil Gubemar, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota. 

Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah Pemakaian sarana dan prasarana yang 

dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada dibawah Kewenangan 

Pejabat N egara yang bertemangan dengan asas-asas penyelenggaraan pernerintah yang 

layak danlatau peraturan perUndang-undangan. 
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Penyalahgunaan Fasilitas terkait dengan jabatan adalah pemakaian sarana dan 

prasarana, biaya operasional yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD dan 

kcwenangan untuk mendukung tugas dan kewajiban sebagai pejabat negara yang tidak 

sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. 

Menurut Pasal 1 angka I Peratur3.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye 

Pcmilihan Umum, cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang 

berwenang da[am kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, 

Dewan Penvakilan Dacrah dan Dewan Per\vakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan 

Umum Presiden dan Wal(il Presiden. 

Cuti di luar tanggungan Negara adalah masa dimana seorang Pegawai Negeri 

diizinkan untuk tidak menjalankan tugas dan wcwenang sesuai dengan jabatannya dan 

karena itu tidak mcnerima hak-hak yang ditetapkan dalam jabatannya, kecuali hak-hak 

protokoler yang menyangkut pengamanan atas diri dan keluarga. (Christianto 

Wibisono, 1998:97). 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalarn Melaksanakan Kampanye Pernilihan 

Umum, cuti diluar tanggungan Pejabat Negara adalah cuti presiden, wakil presiden, 

menteri , Guberur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota 

tidak menggunakan fasilitas yangterkait jabatannya., kecuali fasilitas pengamanan bagi 

pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-undangan dan diluar 

tangggungan negara. 
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\6 

E. Pelanggaran Pemilu 

Pelangga.ran pemilu dapat disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

dalam tahapan proses pemiJihan umum, baik dalarn masa kampanye maupun ta..~apan 

lainnya. UntLL"'- tahapan masa ka..'llpanye pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan 

dalam tiga hai yaitu: 

I. Pelanggaran Administrasi: 
Pcjabat Negara k~unpanye tanpa surat cuti 
Kampanye Lewat Waktu 
Kampanye Lintas Daerah Pemilihan 
Perubahanjenis kampanye 
Konvoi tidak dibcri tahuk.a!:l sebelumnya kepada polisi & keluar jalur 
pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan iklan kcttllpanye 

1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu: 
a. Pelibatan anak-anak 
b. PNS yang memakai atribut PNS 
c. PNS yang memobilisasi PNS di linkungan Kerjanya 
d. Kampanye diluar jadwal 
e. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye 
f. Pelaksana dan ')etugas kampanye melakuk.an penghi m1an pcser1a 

kampanye lain 
g. Penggunaan fasilitas negara atau pemerintahan 
h. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa 
i. Politik uang 

2. Pelanggaran Lain-Lainnya: 
a. Pelanggaran Lalu Lintas 
b. Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPUfD dan tembusan ke 

Bawasl.ufPanwasluPelanggaran Lain-lain. (Snip Uri, 2013) 

Ketentuan tentang pclaksanaan kampanye pelanggaran pemilu, JUga dapat 

dikategorikan mempakan suatu perbuatan pidana menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cata Bagi Pejabat Negara 

Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Adapun ketentuan pidana tersebut 

adalah: 
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Pasal269: 

Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang 
telah ditetapkan oleh KPU KPU provinsi, dan KPU kabupaten!kota untuk 
masing-masing Peseria Pemi lu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan 
denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (iiga juta rupiah) atau paling banyak 
Rpl2.000.000,00 (dua bclas juta rupiah). 

Berdasakan Pasal 269 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2009 Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Meiaksanakan Kampanye 

Pemilihan Umum, maka dapat dUelaskan bahwa pelanggaran pemilu dalam 

hubungannya dcngan pelaksana&l kampanye dapat dikenakan kepada setiap orang 

dengan seng~ja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh 

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupatenfkota w1tuk masing-masing Peserta 

Pasal 270: 

Setiap or::~.ng dengan sengai:, melanggar larangan pe iaksanaan kampanye Pemilu 
scbagaimana dimaksud dalan1 Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e huruf f, huruf g huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling 
sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 
(dua puluh empatjuta rupiah). 

Pasal 270 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara, menekankan akibat hukum kepada 

pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 

84 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Tata 

Cara Bagi Pejabat 1~egara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umwn 

Pasal271: 
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Setiap pclaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedik:it Rp30.000.000,00 (tiga 
puluL juta rupiah) dan paling ba..'1yak Rp60.000.000,00 (enili'Tl puluh juta rupiah). 

Pasal 271 Peraturan Pemerintah Republik Lndonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalarn Melaksanakan Kampany~ Pemilihan 

Umum juga mcrupakan pe!anggaran terhadap ketentua...'1 pelanggaran pemilu. 

P:::~.sa l 272: 

Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim
hakim pada semua badan peradilar1, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubemur Senior, dan Deputi Gubernur 
Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling 
singkat 6 (enam) buhm dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda 
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

Pasal 272 Peraturan Pemcrintah Rcpublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Ncgara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum juga mengenai akibat hukum pelanggaran pelaksanaan kampanye yang 

pelakunya adalah Setiap Kctua/Wak:il Ketua/Ketua Mudalhakim Agung!hakim 

Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubemur Senior, dan Deputi 

Gubemur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD. 

Pasal273: 

Sctiap pegawai ncgcri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan 
permusyaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan 
dan paling lama 12 (dua bclas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 
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(tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belasjuta rupiah). 

Pasal 273 Pcraturan Pemerint.1.h Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejahat Negara Dalam Iv1elaksanakan Kampanye Pemilihan 

U mum tetap merupakan akibat hukum pelanggaran kampanye yang dilakukan 

pcgawai ncgeri si pii. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

R.epublik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan 

permusyaratan desa 

Pasal274: 

Pelaksana kampanye y<u1g dengan sengaja menjanj ikan atau memberikan uang 
atau materi lainnya sebagai imbaJan kepada peserta kampanye secara langsung 
atauptm tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau 
memilih Peserta Pemilu tertcntu, atau menggunakan haknya untuk memilih 
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87 dipidan!:l dengan pidlli"1a penj ara paling singkat 6 (enam) bulan 
dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 
Rp6.000 .000,00 (enam ·uta rupiC!.h) dan paling banyak Rp24.000.000.00 (dua 
puluh empat juta rupiah) . 

Pasal 274 Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalarn Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum menjelaskan akibat hukum secara keidanaan terhadap pelaksana kan1panye 

yang dengan sengaja menjanj ikan a tau memberikan uang atau materi lainnya sebagai 

imbalan kepada peserta kan1panye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak 

menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau 

menggunakan haknya untuk memilih dengan cara te1tentu sehingga surat suaranya 

tidak sah. 
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Pasal275 : 

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, 
pegawai Sekretariat Jendera! KPU sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat 
KPU provinsi, sckretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU 
kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam 
pelaksanaan kamp<mye Perni!u sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1 
dipidana dengan pid Ema penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 
24 (d u.a puluh cmpat) bulan d;:m denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 
rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah). 

Pasal 275 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tenta ng Tata Cara Bagi Pejabat Nega.ra Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum rnenjelaskan akibat hukum Anggota KPU, KPU provmst, KPU 

kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, 

sekretaris KPU provmst , pega\vat sekretariat KPU provinsi , sekretaris KPU 

kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPlJ kabupaten/kota yang tcrbukti 

me1a.~ukan tindak pidana Pemi!u dalam pelaksanaan kampanye Pemiiu 

Pasal 276: 

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat ( 1) dan ayat (2) dan 
Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) eli pi dana dengan pi dana penjara paling singkat 6 
(enam) bula..'l dan. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling 
sedikit Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000 .000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 276 Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umun:, juga mengancam pelaku tindak yang memberi atau menerima dana kampanye 

melebihi batas yang ditentukan. 
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Pasal277: 

Pelaksana kamp:mye yang terbukti mcnenma sumbangan dan/atau bantuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 12 (dua betas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan 
denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 ( dua be las juta rupiah) dan paling ba..-1yak 
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) . 

Pasal 277 Peraturan Pernerintah Republik indonesia Nornor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalarn Melaksanakan Karnpanye Pemilihan 

Umum tetap menjelaskan a.kibat hukum secara. pidana bagi pelaksana karnpanye yang 

terbukti menerima sumbangan dan/a.tau bantuan melebihi ketentuan yang ditetapkan. 

Pasal278: 

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau 
mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara pal ing 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dc:nda 
paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paiing banyak 
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 

Pasal 278 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum merupakan ancam::m bagi setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, 

mcnghalangi , atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu 

Pasal 297: 

( 1) Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desalkelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pi dana penjara 
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan 
denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
( enam) bulan dan paling lama 18 (de Iapan be las) bulan dan denda paling 
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sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). 

Pasal 297 Peraturan Pemerintah Republik Indon esia Nomor 14 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum menjelaskan akibat hukum secara kepidanaan terhadap pelaksana kampanye 

yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tru.~apan penyelenggaraan 

Pcmilu di tingkat desafk:elurahan dan mengatur apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan karcna sengaja. 

Pasal 280: 

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja 
atau !alai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu 
dipidana dengan pi dana penjara paling singkat 6 ( enarn) bulan dan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta 
rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta n1piah). 

Pasal 280 Peraturan Pemerintah {(,::publi k Indones ia Nomor i 4 Tahun 2009 

Tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Karnpanye Pcmilihan 

Umum, menj elaskan akibat hukum bagi setiap pelaksana, peserta, atau petugas 

kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya 

tahapan penyelenggaraan Pemilu 

Pasal 281: 

Setiap orang yang dengan sengaja rnemberikan keterangan tidak benar dalam 
laporan dana kampanye sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 
ayat ( 1) dan ayat (2) dipidana dengan pi dana penjara paling singkat 6 ( enam) 
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit 
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah). 
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Pasal 281 Peraturan Pemerinlat~ Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 

Tcntang Tata Cara Bagi Pej abat Negara Dalarn Melaksanakan Kampanye Pemilihan 

Umum, menjclaskan akibat hukum secara kepidanaan terhadap setiap orang yang 

dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye 
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A. Populasi dan Sampel 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam teorinya, bahwa di kctahui babwa sampel iru adalah merupakan bagia..11 

dc..ri popu las i. Oleh B.H. Ericksc n d:m Ti~. No s<'l .. mthu.k (200 1 :256) dikatakan: 

"Popula.,i dapat bempa kumpulan dari sctiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi 

adalah himpunan semua hal (keseluruhan r...,aliu.J.s sosial) yang ingin diketahui". 

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2007: 152) 

adaiah sebJgai be rikut: "Populasi ad <:dah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan 

jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumla h modal, perkiraan rata-

rata modal , perkiraan rata-rata g<-~i i karyav.·an perbulan dan sebagainya atau disebut 

parameter" . 

Dari ura ian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populasi 

yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan 

benar-benar dapat memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan 

serta diketahui pulajumlahnya. 

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah semua pegawai yang 

ada di Kantor SA TPOL PP Kabupaten Deli Serdang ber:i umlah 102 orang yang turut 

serta dalam pengamanan Pemilu. 

24 
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B. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi m1, penulis Juga 

mempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu : 

I. Penelitian Kepustakaan (Librw:r Research). 

DH!am teLnik pene!itian i n~, pt"nuJi s m~mp~lajari teori-teori yar1g berkaitan dengan 

skripsi ini. yang dilakubm dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan 

lain-lain yang berkaitan dengan rnasalah penelitian. 

2. Pcnelitian Lapangan (field research) 

D·1 lam teknik penelitian i_ni , penul is rnengadakan penelitian langsung ke lapangan 

atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu: 

a_ Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengurnpulan data yang 

dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara l<mgsung 

dengan pcgawai atau pepbat yang terdapat dalam objek penelitian. 

b. Pengan1atan (observasi) yak ni pelaksanaai1 pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam pernecahan persoalan yang dihadapi .. 

C. Variabcl dan definisi Operasional 

Dalam penulisan skripsi Ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat 

menentukan dan sating berhubungan. 

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang 

diselidiki pengaruhnya. 

2. Variabei terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, 

yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pcngaruh variabel 

be bas. 

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan daiam bentuk definisi operasional 

sebagai berikut : 

1. Variabel bebas indikatornya adalah " Pengawasan Dan Pengamanan ". 

a. Koordinasi kerja 

Adalah merupakan kondisi suatu keadaml ter:tang bagaimana sebena..rnya 

koordinasi kerja yang terdapat di dalam suatu organisasi tersebut dilaksanakan. 

b. Org<L"'isasi sebagai wadah perumusan strategi. 

Ini adalah faktor utama yang barus diperbincangkan karena pada organisc'.Si ini 

perumusan serta tujuan d~ialankan, dan pada bidang ini kegiatannya selalu 

dipegang oleh pimpinan. 

2. Variabel terikat indikatomya adalah " pemilu " yaitu : 

a. Kebijaksanaan terhadap aktivitas peserta pemilu. 

Berupa aksi dan kebija..l(sanaan yang diperbuat oleh ptmpman dalam 

mengoptimalkan kegiatan dan aktivitas organisasi yang dipimpinnya sehingga 

organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam pengawasan 

pemilu. 
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b. Kebijaksar1aan dalam hal pelaksanaan pemilu 

'}'7 
~I 

Bempa keputusan yang berakibat langsnng kepada perbaikan tatanan kerja 

dimana pegawai sebagai alat organisasi dapat memaksimalkan segala aktivitas 

dan pengcta..'-luannya dalam pelaksanaan pernilu. 

D. M etod c Analisis data 

Daiam penulisan skripsi ini, penulis rnenggunakan metode penelitian 

deskri pt if. Mctode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan 

untuk men gga..:c1barkan kondisi data. serta gejala-gejala yang ada. 

Menurut Jalaluddin Raklunat (2005:45): 

~ •• etode deskriptif adalah metode penelitian yang digLmakan w1tuk 
rnenggambarkan kondisi data serta gejala -gejala yang ada. Metode deskriptif 
bertuj uan untuk : 
l. ~~ien g-c!mpulkan infxmasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejaia 

yiillg ada. 
2. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dab praktek yang 

berlaku. 
3. !\·1embuat perbandingan dan evaluasi. 
4. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi 

masalahyang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan 
rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. 

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan 

sevvaktu penelitian. Ternuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis 

tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telal1 diteorikan kemudian dicari 

kesimpulatmya. 
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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kcsimpulan 

1. Sistem pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan 

pemilu di Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan cara melihat terlebih 

dabul u keberadaan fasilitas pemerint&~ terscbut dalam pelaksanaan pemi!u. 

Apabila dipandang cukup strategis terhadap hs.l-hal yat1g dapat merusak 

fasilitas pemerintah tersebut maka a..\.can dikcrahkan sejumlah Sat Pol PP 

terhadap fasilitas pemerintah tersebut dengan bekeijasama pada pihak 

kepolisian. 

Peran serta Satpol PP Deli Serdang pada saat Pemilu lebih diarahkan pada 

JuL. ng- n Patro!i ketertiban umurn dan ketentr· ,man m.a.syarakat t!ntuk 

membantu JaJaran POLRI dalam PAM Pemilu secara !a.ngsung tcntunya 

dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, Peran serta 

Satpol PP Deli Scrdang Pasca Pemilu lebih diarahkan pada kegiatan dukungan 

penciptaan situasi ketertiban umum dan ketentrarnan masyarakat yang lebih 

kondusif. Dan peran serta Satpol PP Deli Serdang dalam masa tenang yang 

akan datang adalah ikut menertibkan atribut pasangan calon di lokasi-lokasi 

yang dilarang maupun di tempat umum lainnya yang mengganggu kebersihan 

dan keindahan kota. 
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B. Saran 

1. Kepada setiap anggola Sat Pol hendaknya dapat menempatkan diri mereka di 

tengah masyara..lzat khususnya dalam pelaksanaan tugas menjaga fasilitas 

pemerintah schingga dapat menghindari hal-hal yang menjadi sebab terjadinya 

bentrok aatara Sat Poi PP dengan masyarakat. 

1. Masyarakat hendaknya dapat rnengetahui fungsi dna kedudukan SatPol PP 

dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam 

pela.ksanaan tugas pengamanan yang dilakukan Satpol PP. 
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